BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Uang Elektronik Aplikasi Mobile
Payment OVO
Mekanisme penggunaan aplikasi OVO adalah pelanggan
harus memiliki saldo yang dikenal dengan saldo OVO. Tidak
menutup kemungkinan dana tersebut disimpan dalam wadah dan
dikelola oleh bank vyang telah bermitra dengan OVO.
Masalahnya memiliki penawaran yang sangat menarik bagi
pengguna aplikasi OVO terutama dalam bentuk promosi dan
diskon. Selain cashback berupa poin OVO untuk Setiap transaksi
pembayaran di berbagai merchant telah bermitra dengan OVO.
Sebelum munculmya Fatwa MUI yang mengatur
mengenai uang elektronik, sebagian para ulama memberikan 4
skema pendekatan akad mengenai uang elektronik, yakni akad
Ijarah, Wadi’ah, Qardh dan As-Sharf. Munculnya Fatwa DSN
MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik

Syariah memberikan rambu-rambu agar uang elekrtronik tidak
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masuk kategori haram. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor

116/DSN-MUI/1X/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dimana

yang disebut dengan uang elektronik adalah alat pembayaran

yang harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor
terlebih dahulu kepada penerbit

b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu
media yang teregistrasi

c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit
bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan

d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang
bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Di
Indonesia sendiri telah memilik

Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi

yang dalam hal ini salah satunya ialah OVO. Dana yang

terkumpul dari hasil Top-Up para pengguna aplikasi OVO yang

terkumpul di Penerbit disebut dengan Dana float. Menurut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
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Elektronik, yang dimaksud dengan Dana Float adalah seluruh
Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil
penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up)
yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan
Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/6/PBI1/2018 tentang Uang Elektronik bahwa dana float harus
dilakukan pencatatan dan wajib menempatkan dana float dengan
ketentuan paling sedikit 30% masuk pada kas bagi penerbit yang
merupakan Bank umum atau giro di Bank umum BUKU 4 bagi
penerbit yang merupakan selain Bank, dan paling banyak 70%
dari dana float pada Surat Berharga Negara atau rekening di Bank
Indonesia. Merujuk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, maka OVO
merupakan uang elektronik yang berbentuk server dimana
perusahaan penerbitnya bukan berasal dari Bank. Oleh karena itu,
dana float yang terdapat pada OVO wajib menempatkan dana
float dengan ketentuan minimal 30% pada giro di Bank yang

merupakan kategori bank umum BUKU 4 dan maksimal 70%
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pada surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan
oleh pemerintah atau Bank Indonesia atau rekening di Bank
Indonesia. Diketahu

Bahwasanya bank umum yang masuk ke kategori BUKU
4 ialah Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank
Panin. Di dalam Fatwa DSN MUl Nomor 116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, menjelaskan
mengenai kriteria e-money yang sesuai prinsip Syariah, yaitu:

a. Terhindar dari transaksi yang dilarang

b. Biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan

prinsip ganti rugi/ijarah

c. Ditempatkan di Bank Syariah

d. Dalam hal kartu e-money hilang, maka jumlah nominal

uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang

e. Bentuk Akad yang terjadi

Pengalokasian dana float sesuai Peraturan Bank Indonesia
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik maka
pendepositan uang ke akun OVO dapat dikategorikan akad

Wadi’ah karena merujuk pada Pasal 1 huruf ¢ Peraturan Bank
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Indonesia Nomor 20/6/PBI1/2018 tentang Uang Elektronik bahwa
nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan
merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai perbankan, sebagaimana sesuai
unsurunsur uang elektronik menurut ketentuan Fatwa DSN MUI
Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
Selain itu juga, dalam Pasal 49 pada ayat (2) huruf e Peraturan
Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI1/2018 tentang Uang Elektronik
dinyatakan bahwasanya penempatan dana float pada rekening
yang terpisah dengan dana operasional penerbit.

Salah satu penyedia layanan uang elektronik atau e-
money Yyang dapat dipakai menjadi sebagai satu metode
pembayaran elektronik yang terdapat dalam pelaksanaan OVO,
yang didalamnya diklaim menggunakan OVO cash. OVO
merupakan pelaksanaan pembayaran elektronik yang resmi
diluncurkan pada bulan Maret 2017. Di bawah naungan PT
Visionet Internasional,' pelaksanaan OVO mencoba menaruh

solusi keuangan mobile terpadu yang bisa dipakai setiap kalangan

! Amir Faqih, “Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-
undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi’iyah”, Vol 2 No 3, Journal of
Islamic Business Lawa, (malang, 2018), h. 57.
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baik kalangan menengah Kkeatas juga kalangan menengah
kebawah, pelaksanaan OVO memfokuskan dalam jaringan usaha
yang dimiliki kelompok perusahaan Lippo, pada artian bahwa
pelaksanaan ini hanya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran
pada merchan relasi OVO yang berada pada pada naungan Lippo.
Dengan demikian Lippo mengarahkan masyarakat pada ruang
bisnisnya menggunakan kemudahan pada bertransaksi pada aneka
macam merchan yang berada pada naungan Lippo. Sebagai garis
besar, OVO ingin menjangkau layanannya menjadi sebuah simple
payment system dan smart financial services. Dari aneka macam
merchan yg berada pada pada naungan Lippo.

Aplikasi OVO mempunyai dua kategori golongan
menggunakan sistem yang tidak sama yaitu OVO Club & OVO
primer.2 OVO Club merupakan layanan uang elektronik
unregistered, maksudnya merupakan layanan yang waktu
pengguna uang elektronik ini melakukan pengisian saldo dalam
pelaksanaan, pengguna tidak bisa melakukan penarikan uang

tunai berdasarkan pelaksanaan, dan uang atau saldo yang masih

2 Amir Faqih, “Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-
undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi’iyah”, Vol 2 No 3, Journal of
Islamic Business Lawa, (malang, 2018), h. 53.
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ada dalam pelaksanaan hanya dapat dipakai menjadi transaksi
pembayaran dalam merchant relasi OVO. Sedangkan golongan
OVO Primer merupakan pembagian terstruktur mengenai
keanggotaan OVO menggunakan layanan uang elektronik
registered, maksudnya merupakan pengguna dalam layanan uang
elektronik ini bisa melakukan pengisian saldo uang elektronik
dan bisa melakukan transaksi keuangan lain, misalnya
melakukan penarikan tunai, transfer dana, dan transaksi keuangan
lainnya.

Minimnya layanan pada aplikasi OVO membuat
pengguna terdaftar yang kemudian diklasifikasikan sebagai
pengguna OVO Club merasa dirugikan dengan minimnya
informasi mengenai fasilitas layanan OVO Club, pengguna yang
mengetahui hal tersebut, setelah mengisi saldo OVO Cash
pengguna tidak dapat melakukan transaksi transfer dana karena
kategori pengguna OVO Club tidak dapat melakukan transaksi
transfer dana melalui aplikasi. tidak hanya minimnya informasi
fasilitas atas layanan yang diberikan, pengguna yang kemudian

ingin mendownload pendaftarannya menjadi pengguna utama
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OVO mengalami kesulitan dalam melakukan update, dimana
tidak semua wilayah Indonesia dapat menemukan gerai OVO
Aplikasi OVO ini mempunyai dua layanan yang
sebagaimana mekanisme dan sistem uang elektronik yang tidak
sama pada satu pelaksanaan OVO. Perbedaan berdasarkan setiap
layanan yang disediakan berbeda pelaksanaannya yang dirasakan
pengguna atau konsumen layanan pelaksanaan yang mana dalam
setiap golongan pengguna dalam pelaksanaan ini mempunyai
disparitas yang sangat signifikan, sehingga tidak sedikit pengguna
dalam pelaksanaan OVO ini yang merasa dirugikan dikarenakan
layanan yang disediakan pada pelaksanaan terutama dalam
golongan OVO club, terlebih dalam pengguna baru. Tidak sedikit
konsumen yang sebagai pengguna baru dalam pelaksanaan ini
merasa dirugikan menggunakan layanan tersebut, sedangkan
pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan dan keguaannya.
Peraturan tentang uang eletronik sendiri di Indonesia

diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI1/2018
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mengenai Uang Elektronik, pasal 1 ayat 3 menyebutkan &
mengartikan uang elektronik sebagai berikut: 3

“Uang Elektronik merupakan instrumen pembayaran yang
memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai
uang yang disetor terlebih dahulu pada penerbit; b. nilai uang
disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip;
dan c. nilai uang elektronik yang dikelola penerbit bukan
simpanan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang yg
mengatur tentang perbankan”

Kemudian dalam pasal 1 ayat 4* menyebutkan mengenai
nilai tukar uang elektronik menjadi alat tukar yg absah dan
kegunaannya, pada ayat tadi dijelaskan sebagai berikut: “Nilai
Uang Elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara
elektronik pada suatu media server atau chip yang bisa
dipindahkan buat kepentingan transaksi pembayaran atau transfer
dana” OVO sabagai salah satu penyedia uang elektronik di

Indonesia, diluncurkan oleh PT. Visionet Internasional yang

® Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik

* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik
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sudah menerima menjadi penyelenggara uang elektronik dengan
surat dan lepas No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017
dan mulai efektif sejak 22 Agustus 2017.

Dalam analisis berdasarkan konsep Hukum Islam
menggunakan perseteruan ini pastinya akan sangat berhubungan.
Terlebih hal ini berkaitan menggunakan asas dalam fikih
muamalah yang mengatur mengenai proses interaksi transaksi
antara manusia dengan manusia yang adanya suatu konvensi dan
perjanjian yang dikatakan akad. Hukum Islam sendiri sangat luas
pada menunjukkan hutang piutang, khususnya pada transaksi top-
up yang berkaitan menggunakan dompet digital ini. Tujuan
berdasarkan Hukum Islam vyaitu terciptanya suatu kebahagiaan
hayati insan pada global sampai pada akhirat lantaran kodratnya
membangun dan mendekatkan suatu kebaikan dan menjauhkan
berdasarkan suatu keburukan (mudarat) yang akan merugikan
umat manusia tadi. Dapat dirumuskan bahwa tujuan berdasarkan
aturan Islam terdiri atas 5 hal, yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan,

dan pastinya harta
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Dompet digital buat dipakai sang perusahaan buat
disimpan dalam suatu rekening yg diatasnamakan perusahaan
pada bentuk giro. Pendapatan berdasarkan rekening tadi berupa
bunga yg didapatkan berdasarkan uang para pelanggan
pelaksanaan & dalam akhirnya output berdasarkan bunga tadi
dipakai perusahaan buat kepentingan perusahaan itu sendiri.
Dalam Hukum Islam, masih ada landasan buat menunjukkan
perseteruan tadi yaitu menggunakan konsep berdasarkan Fikih
Muamalah Kontemporer. Teori ini secara etimologi mempunyai
arti masa kini, yg detail yaitu fikih pada masa ini diciptakan buat
menunjukkan dan menjadi sebuah landasan akan konsep Hukum
Islam pada masa kini, yang semakin maju dan berbeda
menggunakan zaman dahulu, terutama pada kehidupan manusia
yang mengatur mengenai rangkaian suatu akad atau transaksi
yang dilakukan sang insan.

Penerapan akad wadi’ah pada transaksi uang elektronik:

Akad wadi’ah termasuk dalam kategori akad amanah.

Maksud dari akad amanah adalah bahwa harta yang berada pada

pihak penerima titipan merupakan amanah yang harus dijaga
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untuk kepentingan pemiliknya. Oleh karena itu pihak yang dititipi
tidak bertanggung jawab terhadap musibah yang menimpa barang
titipan kecuali ada unsur kelalaian dalam menjaganya
(Kementrian Wakaf dan Urusan Agama. Obyek wadi’ah adalah
barang yang harus dijaga dan tidak boleh digunakan oleh pihak
yang dititipi. Pada obyek wadi’ah berbentuk benda (selain uang),
ketentuan tersebut mudah dilakukan. Namun jika obyeknya
adalah uang, ketentuan tersebut dirasa sulit dipenuhi. Alasannya,
menjaga obyek wadi’ah adalah menjaga wujudnya (‘ain) bukan
nilainya (gimah).
Transaksi uang elektronik menggunakan akad gardh

Akad gardh, menurut pendapat yang banyak dikenal luas
di kalangan para fugahd Hanafiyah, berarti sesuatu yang
diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan lagi seperti sedia
kala. Sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lain, gardh
berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan
mensyaratkan pengembalian seperti barang yang diberikan.
Dalam fatwa dicantumkan beberapa ketentuan gardh dalam

kaitannya dengan kegiatan transaksi uang elektronik
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penerapan akad gardh pada transaksi uang elektronik
penjelasannya adalah sebagai berikut:
(1) Identifikasi rukun akad gardh.

Rukun akad gardh menurut jumhur, sebagaimana
umumnya rukun akad, adalah adanya dua pihak yang
bersepakat, adanya obyek akad, dan shighat (ijab kabul).
Apabila diterapkan pada transaksi uang elektronik, maka
Penerbit dan pihak pengguna adalah dua pihak yang berakad,
uang yang disetor pengguna kepada Penerbit adalah obyek
akad, dan persetujuan masing-masing pihak yang untuk
berakad adalah shighahnya.

(2) Mekanisme akad gardh pada transaksi uang elektronik.

Terjadinya akad gardh pada transaksi uang elektronik

digambarkan dengan uang yang disetor konsumen kepada pihak
penerbit dianggap sebagai utang yang harus dikembalikan
nantinya.

Artinya, seketika menerima setoran uang tunai dari pengguna
maka penerbit dianggap berutang kepada pengguna. Sebagai

tanda adanya utang, Penerbit memberi bukti berupa nilai uang
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elektronik yang disimpan pada media chip (kartu) atau server
(komputer/gawai).
(3) Analisis penerapan akad gardh pada transaksi uang elektronik.

Berbeda dengan qardh, kepemilikan harta pada akad
wadi’ah tidak berpindah dari penitip kepada pihak yang dititipi,
sedangkan dalam qardh kepemilikan harta berpindah kepada
pihak yang berutang (mugtaridh). Dalam hal penggunaan dan
pemanfaatan barang, hal itu tidak diperbolehkan pada obyek akad
wadiah.

Dalam fatwanya tentang uang elektronik, DSN-MUI
menyebutkan beberapa akad yang berlaku pada transaksi uang
elektronik seperti wad’iah, gardh, ijarah, ju’alah, dan wakalah bil-
ujrah. Setiap akad tersebut mewakili bentuk transaksi yang terjadi
baik antara penerbit dengan pemegang (wadi’ah atau gardh),
penerbit dengan pihak penyelenggara, termasuk merchant (ijarah,
ju’alah, dan wakalah bil-ujrah), dan penerbit dengan agen layanan
keuangan digital (ijarah, ju'alah, dan wakalah bil-ujrah). Salah
satu persoalan yang muncul dalam masalah penentuan akad pada
suatu transaksi adalah terkait ijab dan gabul. Pada transaksi uang

elektronik tidak ada ijab gabul yang dinyatakan dengan jelas
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(sharih) bahwa transaksi antar pihak adalah menggunakan akad
wadi’ah, qardh, ijarah, ju’alah, atau wakalah bil- ujrah. Ketika
pengguna ingin melakukan pengisian, misalnya, dia tidak
mengatakan kepada pihak penerbit tersebut bisa diketahui dari
kebiasaan (‘urf) yang berlaku. Kaidahnya adalah ‘urf bisa berlaku
sebagai sandaran hukum (al-‘4dah muhakkamah). Dengan begitu,
ucapan yang diungkapkan pelaku akad bisa dimaknai lebih jauh
dan diketahui maksudnya untuk kemudian dijadikan
pertimbangan penentuan jenis akadnya.

Berdasarkan syarat-ketentuan pada pasal 612 Kompilasi
Hukum Ekonomi °Syari’ah (KHES) mengungkapkan bahwa
pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya sebagaimana
ketika yg ditentukan. Tentu bisa disimpulkan apabila
berlandaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bisa
dikatakan bahwa perusahaan yaitu OVO menjadi penyedia jasa
pada praktik top-up harus mengambilkan uang milik pengguna
senilai menggunakan nominal yang dititipkan pengguna didalam

pelaksanaan dompet digitalnya tadi. Jadi jika perseteruan pada

® Nurul Wahidah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
sistem penjualan berjenjang pada PT.Veritra Sentosa Internasional Bandung
(Studi Mitra Paytren Di Palu), Studi Hukum Ekonomi Syariah 1AIN Palu, h.
12
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penelitian yaitu mengenai apakah pada praktik top—up
mengandung  hutang-piutang  Dan  pihak  perusahaan
menggunakan uang berdasarkan pengguna yang dititipkan
didalam pelaksanaan menggunakan tujuan menerima talangan
buat menjalankan suatu usaha atau bisnis berupa jasa layanan
dompet digital (pembayaran online) jadi secara pribadi adanya
pengguna juga serta ikut serta dalam membantu kesejahteraan
dan kemajuan perusahaan tadi. Selain itu alasan bahwa akad
gardh ini mempunyai keterkaitan yaitu nantinya pihak perusahaan
jua akan mengembalikan uang milik pengguna tadi secara utuh
saat pengguna akan memakai haknya yaitu uang tadi buat dipakai

pada transaksi jual beli.

. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme
Pelaksanaan Produk Uang Elektronik Aplikasi Mobile
Payment OVO

Dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2007
Tentang Uang Elektronik Syari’ah juga menyebutkan bahwa akad
antara penerbit pemegang uang elektronik merupakan akad

wadi'ah atau akad gardh. Dalam akad wadi’ah, akad bisa
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dibatalkan karena sifatnya yg tidak lazim (tidak mengikat) kedua
belah pihak. Karenanya kedua belah pihak sama-sama
mempunyai hak fasakh & ruju’ (menarik kembali). Dimana
masing-masing pihak sewaktu saat bisa me-fasakh akad. Dari
gambaran tadi pengguna menggunakan klasifikasi OVO Club
tidak bisa menarik kembali saldo yang sudah disetorkan.
Pengguna hanya dapat menggunakannya untuk transaksi, bila
pengguna ingin menarik kembali uang yang sudah ditop-up,
maka pengguna OVO Club harus meng-upgrade terlebih dahulu
menjadi klasifikasi OVO Premier.

Mengenai OVO Club, pengguna tidak mempunyai
kekuasaan secara penuh atas barang titipannya dan barang titipan
tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Serta adanya kewajiban
mengklaim bagi si pemegang titipan. Maka berdasarkan itu
praktek OVO ini tidak memenuhi akad wadi 'ah secara sempurna.
Para ulama fikih mensyaratkan 3 hal pada melakukan ljab &
Qabul, salah satunya jala 'ul ma na, yaitu tujuan yang terkandung
pada pernyataan itu jelas, sebagai akibatnya bisa dipahami jenis

akad yang akan dikehendaki. Transaksi yang dilakukan antara



95

penyedia kartu elektronik menggunakan OVO ini tidak
menjelaskan secara khusus akad yang mereka lakukan.
Berdasarkan paparan diatas dan analisis yang didasarkan dalam
praktek yang ada, maka akad yang terjadi termasuk akad Qardh.
Karena pihak pengelola bisa mempergunakan dana pelanggan
yang terkumpul untuk dipakai sesuai menajemen perusahaan.
Sebagai imbalannya pihak pengelola bisa menaruh manfaat atas
dana yang terkumpul tersebut berupa bonus pada pelanggan.
Sehingga bonus tadi mengkategorikan menjadi riba yang
hukumnya haram.

Keamanan adalah salah satu kebutuhan terpenting secara
fisik sangat penting bagi manusia Individu dan kelompok.
Keamanan OVO dalam aplikasi Ini sangat penting sehingga
menggunakan Security Code yang berfungsi sebagai kode rahasia
yang mengamankan akun OVO dari tangan-tangan yang tidak
bertanggung jawab. Security Code OVO terdiri dari 6 (enam)
digit angka layaknya security code pada ATM. Kode rahasia ini
bisa diganti. Begitu dengan keuntungan penggunaan dompet

elektronik (e-wallet) sebagai alat transaksi pada pelanggan OVO
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dapat menikmati layanan yang terakses luas oleh aplikasi OVO
dan memiliki keuntungan dalam bertransaksi yaitu kemudahan
dan kepraktisan. Sedangkan terdapat pula sedikit beberapa
kendala dalam menggunakan dompet elektronik (e-wallet) pada
pengguna atau pelanggan OVO yaitu, bergantung pada jaringan
internet dan keterbatasan merchant.®

Selain itu, dompet elektronik (e-wallet) aplikasi OVO
terlindungi dari penipuan dan pencurian. Penggunaan dompet
elektronik (e-wallet) yang menyimpan koin serta cryptocurrency
dapat mencegah penipuan, seperti penipuan dengan peredaran
uang palsu, atau menghindari penipuan karena kesalahan dalam
perhitungan transaksi yang direvisi. Selain itu, dompet elektronik
(e-wallet) dapat dilindungi dari pencurian. Pasalnya, dompet
elektronik (e-wallet) di aplikasi OVO menggunakan kode
keamanan yang berfungsi seperti sebagai kode rahasia untuk
melindungi akun OVO dari tangan yang tidak bertanggung

jawab. Bentuk kewajiban OVO juga sebagai pelaku usaha

® Afif Muamar, Samsudin, dan Linda Fitriyah, “Dompet Elektronik
Dalam Transaksi Pelanggan OVVO Menurut Perspektif Maga>Sid Syariah”, Al-
Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2020,
h 100-101
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penyedia aplikasi sebagaimana dimaksud ketika saldo dana
hilang OVO memberikan ganti rugi yang berupa pengembalian
saldo kepada pengguna yang mengalami kerugian tersebut.
Tinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah Transaksi
Pembayaran dengan Menggunakan Sistem OVO dan Cash’ telah
memenuhi rukun dan syarat ijarah. dalam aplikasi OVO Cash
merupakan uang elektronik yang digunakan dalam proses
transaksi. OVO Cash didapatkan dengan melakukan isi ulang
(top up) saldo melalui Bank transfer atau merchant yang telah
bekerja sama dengan OVO. Jumlah nominal uang yang
ditukarkan dapat dilakukan untuk melakukan transaksi pada
merchant yang telah bekerja sama dengan OVO. Berdasarkan
fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/1X/2017, Maka kedudukan OVO
Cash sebagai uang elektronik diperbolehkan. Selain itu, transaksi
uang elektronik juga harus terhindar dari unsur (a) riba, atau
tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang dan
tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan

penangguhan pembayaran secara mutlak, Gharar atau

" Ulil Amri, Walida Mustamin, “Perbandingan Pembayaran Sistem
OVO Dan OVO Cash”, Vol 11 No 2 (2020), Jurnal Pillar, Universitas
Muhammadiyah Makasar, Indonesia, h. 20.
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ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan
kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya, dan (c)
Maysir dimana akad yang dilakukan dengan tujuan ketidakjelas,
dan perhitungan yang tidak cermat atau utang-utangan, (d) tadis
adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang
dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seakan-akan
obyek akad tersebut cacat, (e) Risywah pemberian bertujuan
untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan
yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu
yang benar

Sedangkan reward point® yang terdapat pada aplikasi
OVO tidak diberikan untuk sesuatu yang sulit, melainkan berupa
transaksi yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam akad jual
beli, imbalannya tidak harus berupa uang atau barang, Fatwa
DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XI1/2012 Tentang hadist dalam
penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, memberikan
syarat bahwa hadiah itu tidak boleh berupa uang agar tidak

menjadi rekayasa praktik pinjaman berbunga. Berdasarkan

8 “Pertanyaan tentang OVO” dikutip dari http:/ www.ovo.id/faq
diakses 8 Februari 2022
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reward OVO Points yang diterima konsumen, masa berlakunya
adalah 18 bulan sejak tanggal diterbitkan, jika melebihi masa
berlaku maka OVO Points akan habis masa berlakunya dan habis
masa berlakunya. ini tidak sesuai dengan ketentuan manfaat yang
dapat dialihkan dan harus dibuat jelas.

Dalam kaidah figh:

f

ps 545 0 U el W 5 Cujf

“Setiap sesuatu yang diperbolehkan tapi mengarah kepada
yang diharamkan, maka hukumnya haram.”

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa poin reward berupa
poin OVO tidak sepenuhnya memenuhi akad jual’ah. Namun,
dilihat dari mekanisme pemberian point reward di aplikasi OVO
ada kesamaan dengan praktik pemberian diskon yang
dikatagorikan sebagai manfaat atas pemberian hutang (gardh).
Begitu juga saat konsumen melakukan pembayaran melalui
aplikasi OVO. Kemudian point bonus. Ini digolongkan sebagai
manfaat untuk memberikan hutang (gardh), yang hukumnya

sebagai riba.



